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PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR §2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

Unda.ng—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Q Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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Menetapkan:

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 4 dan angka 5
disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4.A sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kota Batu.
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4 A. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

10.

11.

12.

13.
14.
19:

adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kota Batu.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia vang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah
Kota Batu.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah
yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah
Kepala BKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah.

Sekretaris adalah Sekretaris pada BKD.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BKD.
Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang

pada BKD.
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16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian
pada BKD.

17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh
Bendahara Umum Daerah.

18. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan
uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum
Daerah yang mencakup pengelolaan kas dan
surat berharga termasuk kegiatan untuk
menanggulangi kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Di antar.'a Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 3.A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.A

Selain  diberikan kepada Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Tambahan Penghasilan juga
diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten
Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 4.A berbunyi sebagai herikut:

Pasal 4.A

Tambahan penghasilan kepada Sekretaris Daerah
dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.A diberikan
dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan
APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
APBD;

4. memberikan persetujuan pengesahan DPA
SKPD; dan

5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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2. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,;

3. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

4. membantu Sekretaris Daerah dalam
memberikan persetujuan pengesahan DPA
SKPD; dan

S. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
pelaksanaan tugas lainnya di  bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 Oktober 2019

WALIKQITA BATU,

-—

——
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal” 3  Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

L3

ZADW EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR &2 /ﬁ
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